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ABSTRAK
PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Tindak pidana korupsi merupakan persolaan yang sangat familiar di
dengar. Banyak obrolan dan kajian yang membahas tentang korupsi mulai dari
warung kopi sampai forum diskusi ilmiah. Hal ini dikarenakan kejahatan korupsi
sebagai extra ordinary crime telah membuat hampir seluruh sendi kehidupan
masyarakat rusak, keuangan dan perekonomian negara ambruk, sehingga perlu
upaya pencegahan (preventif) sekaligus melakukan upaya pemberantasan
(represif) terhadap tindak pidana korupsi. Salah satu upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi yang dilakukan adalah dengan menetapkan korupsi sebagai tindak
pidana khusus, yang perlu diatur dengan undang-undang yang bersifat khusus
pula diluar KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Sebagai undang-undang pidana khusus yang memiliki
keistimewaan, pemberian sanksinyapun memiliki perbedaan dengan tindak pidana
biasa lainya dalam KUHP. Misalnya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku
percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat korupsi sesuai dengan Pasal 15
UU No 31 Tahun 1999 dipidana dengan pidana yang sama dengan pelaku korupsi
yang telah sclesai, padahal kondisi ini merupakan dua hal yang berbeda. Oleh
karena itu penyusun merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang
permufakatan jahat tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam

Kajian yang dilakukan penyusun dalam hal ini adalah menjelaskan secara
terperinci mengenai delik pidana korupsi khususnya tentang permufakatan jahat
sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang kemudian
dijelaskan juga bagaimana hukum Islam memandang tindak pidana korupsi dan
permufakatan jahat Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian kepustakaan

(library research) melalui pendekatan preskriptif analisis yaitu memberikan
penilaian apakah permufakatan jahat yang terdapat dalam undang-undang
pemberantasan tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan kajian yang cukup mendalam dengan menggunakan metode
diatas akhirnya penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa permufakatan jahat
sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Uhidang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidaklah bertentangan dengan syari’at
Islam. Permufakatan jahat termasuk dalam kategori jarimah ta’zir yaitu jarimah
yang jenis dan berat ringanya hukuman diserahkan sepenuhnya kepada penguasa
untuk dijatuhkan kepada pelaku jarimah. Dengan pertimbangan kemaslahatan
umat.



MOTTO
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190.  Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya
malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,

191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau
dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit
dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan
Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa

neraka

Saat bamu menginginkan sesuatu,
degenaf alam cemesta borsatu antuk membants meratbnya.”

' Q.S Al-*Imran (3) : 190-191
* Paulo coetho, Sang 41-Kemis. Alih bahasa Hamid Basyaib dan Yunita (Jakarta: Alvabet,

2000), him. 25
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KATA PENGANTAR
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Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam
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1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga
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. A2’ Usman + Teteh Teti yang telah memberikan dukungan moril dan
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

L. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
j Alif | tidak dilambangkan
- Ba' b be
) Ta' i te
s Sa' $ es titik atas
& Jim j je
z Ha' h ha titik di bawah
¢ Kha' kh ka dan ha
J Dal d de
3 Zal z \ zet titik di atas
B Ra' i r er
) Zai z zet
g Sin s es

xi



B Syin sy es dan ye
Ua Sad S es titik di bawah
Ua Dad d de titik di bawah
L Ta' t te titik di bawah
B Za' z zet titik di bawah
& '‘Ayn _J koma terbalik (di atas)
¢ Gayn g ge

«a Fa' f ef

2 Qaf q qi

St Kaf k ka

J Lam 1 el

a Mim m em

O Nun n en

P Waw w we

> Ha' h ha

s Hamzah R apostrof

Ya y ye




IL. Konsonan rangkap karena tasydid ditulis rangkap:

-

(penia ditulis muta‘aqqidin

-

oA ditulis ‘iddah
II1. 7a" marbitah di akhir kata.
1. Bila dimatikan, ditulis h:

4 ditulis hibah

-

G ditulis Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab vang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya,
kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

A dand ditulis ni'matullah
hill ] ditulis zakatul-fitri

IV. Vokal pendek

- s e

__ (fathah) ditulis a contoh S ditulis daraba
___(kasrah) ditulis i contoh e ditulis fuhima
" (dammabh) ditulis u contoh & ditulis kutiba

V. Vokal panjang;
1. fathah + alif, ditulis & (garis di atas)

dlals ditulis Jahiliyyah

o
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2. fathah + alif maqstr, ditulis 3 (garis di atas)
(SR ditulis yas'a
3. kasrah + ya mati, ditulis T (garis di atas)
i ditulis majid
4. dammah + wau mati, ditulis @ (dengan garis di atas)
ot ditulis furid
VI Vokal rangkap:

1. fathah + ya mati, ditulis ai

aSin ditulis bainakum
2. fathah + wau mati, ditulis au |

dy'i | ditulis qaul

VIL. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof.
@3-3” | ditulis a‘antum
i ditulis u'iddat
33 S ol ditulis la'in syakartum

VIII Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

fj)m ditulis al-Qur'an
ol ditulis al-Qiyas

Xiv



2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf I-nya
gYPhal ditulis asy-syams
slall ditulis as-sama’

IX. Huruf besar
Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang
Disempurnakan (EYD)
X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut
penulisannya
ol e sd ditulis zawt alfurid

Al Jal ditulis ahl as-sunnah
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Islam adalah agama samawi dengan sistem hidup yang sesuai dengan
perintah Allah SWT dalam al-Qur’an dan tuntunan Rasullulah SAW dalam as-
Sunahnya'. Syari’at Islam merupakan sandaran pokok, yang mempunyai tujuan
untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dengan apa yang
disebut sebagai magasid asy-syari’ak’. Dan di antara kemaslahatan yang hendak
dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (hifz al-mal) dari berbagai bentuk
pelanggaran dan penyelewengan®.

Mengenai perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) ulama tigh secara
aklamasi dan konsensus (ijma’) telah bersepakat dengan menyatakan bahwa
hukum melakukan perbuatan korupsi itu haram, karena bertentangan dengan asas-
asas magqagid asy-syari’ah”. Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi
merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan (al-

‘adalah), akuntabilitas (al- ‘amanah) dan tanggung jawab’. Korupsi dengan segala

! Abdurrahman I Doi, Tindak Pidana dan Syari’at Islam. alih bahasa Masturi dan Basri
Ibn Asgharry, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), him. 7.

* Maqasid asy-syari’ah merupakan tujuan dari hukum syara’ yang mana asas-asas dari
magasidu syari’ah adalah melindungi atau memelihara (hifz), lima hal yang harus dilindungi
adalah: agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz an-nasl) dan
harta benda, (hifz al-mal)

? Setiawan Budi Utomo, Figh Aktual Jawaban Tuntas Atas Masalah Kontemporer
,(Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 20

* ibid

* Azyumardi Azra, Agama dan Pemberantasan Korupsi (Kompas: Jum’at 05 September
2003)



dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan
negara dan masyarakat, korupsi dikategorikan sebagai perbuatan fasgd, yang dapat
membawa kerusakan dimuka bumi ini, perbuatan yang juga amat dikutuk oleh
Allah SWT

Fenomena korupsi di Indonesia telah lama tumbuh dan mengakar dalam
kultur masyarakat Indonesia. Pemerintah Orde Baru yang bertahan sampai lebih
dari tiga puluh tahun merupakan masa tumbuhnya korupsi. Orang-orang yang
menduduki jabatan dalam pemerintahan atau lembaga negara berlomba-lomba
mengumpulkan kekayaan melalui korupsi. Mereka dengan leluasa melakukan
korupsi tanpa beban dan merasa aman karena obyek korupsi berada dibawah
kekuasaanya sehingga tindakan korupsi sulit dideteksi oleh rakyat (publik), di
samping itu, sistem dan kontrol yang ada menguntungkan mereka untuk
memuluskan jalan untuk melakukan perbuatan korupsi. Mereka dengan liciknya
mengelabui masyarakat untuk menutupi tindakan mereka yang sangat jahat dan
busuk. Mereka berpenampilan serta mengaku taat beragama, bahkan kadang-
kadang mereka tidak segan-segan mendekati tokoh agama (ulama) dengan dalih
silatu  al-rahim, mengundang untuk fasyakuran, memberikan hadiah atau
sumbangan, dan bentuk-bentuk lain untuk memperoleh kepercayaan publik.

Korupsi ditandai oleh ciri-ciri berupa (1) adanya penghianatan
kepercayaan, (2) keserbarahasiaan, (3) mengandung penipuan terhadap badan
publik atau masyarakat, (4) dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk
kepentingan khusus, (5) diselubungi dengan bentuk-bentuk pengesahan hukum,

(6) terpusatnya korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan pasti dan



mereka yang dapat mempengaruhinyaé. Begitu besarnya dampak yang
ditimbulkan oleh perbuatan korupsi sampai menimbulkan krisis diberbagai bidang
kehidupan, seperti berdampak pada kehidupan sosial masyarakat dengan
banyaknya jumlah pengangguran, meningkatnya jumlah penduduk miskin,
ambruknya perkonomian negara yang ditandai dengan krisis moneter, dan krisis-
krisis di bidang lainya.

Oleh karena dampaknya yang sangat luas itu, tindak pidana korupsi
ditetapkan sebagai kejahatan Iuar biasa (extra ordinary crimes), sehingga tidak
mengherankan, pemerintah, masyarakat dan bangsa Indonesia pada umumnya
telah menyatakan perang melawan korupsi, dan salah satu cara yang digunakan
untuk memberantas tindak pidana korups: adalah dengan memberikan atau dengan
menjatuhkan sanksi yang berat terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai
efek jera (represif) dan sebagai upaya pencegahan (preventif) dalam menekan
terjadinya tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori tindak pidana khusus
sehingga undang-undang yang mengaturnyapun bersifat khusus pula. Baik dari
segi tindakan pemberantasan dan pencegahanya atau dalam bentuk sanksi yang
dijatuhkan terhadap delik tindak pidana korupsi berbeda dengan delik-delik lain

yang diatur dalam KUHP.

 Syed Husein Alatas, Sosiologi  Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data
Kontemporer, alih bahasa Al Ghozie Usman: (Jakarta: LP3ES, t.t.), him. 13.

" Dani Krisnawati dkk, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus (Jakarta: Pena Pundi
Aksara, 2006), him. 68.



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999, yang
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimaksudkan untuk
menggantikan undang-undang Nomor 3 Tahun .1971 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, dan (UU ini merupakan pengganti dari Undang-Indang
Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan
Tindak Pidana Korupsi). Adapun tujuan dengan diundangkanya undang-undang
korupsi ini diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan
kebutuhan hukum bagi masyarakat dan memberantas secara lebih efektif setiap
tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara
pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa: "setiap orang
yang melakukan percobaan pembantuan atau permufakatan untuk melakukan
lindak pidana  korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14", Pasal ini
secara jelas menyatakan bahwa percobaan, membantu dan bermufakat untuk
melakukan tindak pidana korupsi dianggap sebagai delik pidana dan dihukum
sama dengan delik selesai,’ yang secara nyata telah menyebabkan kerugian
negara. Kedua hal ini sebenarnya secara prisipil berbeda, mungkin bisa juga

bertolak belakang, sehingga menyamakan ancaman terhadap dua kondisi yang

$ UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

® Darwan prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2002), hal. 64.



berbeda dapat memberikan dampak adanya ketidak pastian hukum, dan tentunya
hal ini bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,

Delik permufakatan jahat terjadi ketika beberapa orang (lebih dari satu
orang) bersepakat untuk melakukan kejahatan. Jadi disini baru ada kesepakatan
saja untuk melakukan tindak pidana korupsi dan sama sekali belum ada percobaan
untuk melakukanya.'”

Pasal 88 KUHP yang secara otentik telah merumuskan pengertian
permufakatan jahat (samenspaning), yakni “dikatakan ada permufakatan jahat
apabila dua orang atau lebih telah bersepakat akan melakukan kejahatan”.
Apabila perkataan kejahatan dalam rumusan itu berupa tindak pidana korupsi,
maka sesungguhnya tindak pidana korupsi tersebut tidak terjadi atau belum
terjadi, termasuk belum terjadi percobaan menurut pengertian pasal 53 KUHP.
Pengertian yang seperti ini berarti bahwa permufakatan jahat itu lebih mundur
daripada pengertian percobaan''.

Jika dilihat dari segi hukum Islam, sepintas kilas terasa ada sesuatu yang
menarik untuk dikaji oleh penyusun dalam penerapan hukum bagi pelaku tindak
pidana permufakatan jahat korupsi, yang berdasarkan bunyi pasal 15 Undang-
Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi,
yaitu dengan menetapkan hukuman yang sama antara pelaku permufakatan pidana

korupsi dengan pelaku tindak pidana korupsi selesai.

Y1bid him. 66

"' Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, (Malang:
Bayu Media, 2005), him. 373.



Dalam hukum Islam, memikirkan atau merencanakan kejahatan itu tidak
disebut maksiat yang dihukum dengan hukuman fa’zir, apalagi hukumanya
disamakan dengan pelaku yang sudah secara nyata terbukti melakukan tindak
pidana korupsi, hal ini karena sesuai dengan kaidah syari’at, yaitu seseorang tidak
dapat dikenai hukuman atas apa yang tergerak dalam pikiranya, meskipun ia jahat.

Hal ini sesuai dengan hadis nabi:
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Memikirkan atau merencanakan kejahatan dalam hal ini termasuk
permufakatan tidak temasuk maksiat. Bahkan mempersiapkan alat-alat untuk
melakukan kejahatan (jarimah) menurut syari’at bukan termasuk perbuatan
maksiat. Alasan mengapa mempersiapkan alat-alat jarimah itu tidak dianggap
Jarimah ialah karena perbuatan yang dikenakan hukuman atas pelakunya itu harus
berupa maksiat, dan perbuatan itu tidak di anggap maksiat kecuali memusuhi hak
Allah atau hak masyarakat dan hak individu, sedangkan mempersiapkan alat-alat
itu kebanyakan tidak dianggap memusuhi secara nyata hak-hak tersebut. Hal ini
juga erat kaitanya dengan tindak pidana korupsi karena kalau merujuk pada
penjelasan di atas, tindak pidana permufakatan untuk melakukan suatu kejahatan
bukan termasuk maksiat yang tidak bisa dikenai sanksi hukum bagi pelakunya.

Dari hal-hal diatas penyusun merasa tertarik untuk membahas dan

mengkaji lebih jauh dalam bentuk skripsi mengenai permufakatan tindak pidana

2 Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Sahth Bukhari, cet. Ke-3 (Beirut: Dar Ibn Kathir,
1407 H/1987M). 6:2454. Lihat juga Muslim, Sakhih Muslim (Beirut: Dar Thyak al-Turath al-*Arabi,
t.t.) 1:116. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah.



Dari hal-hal diatas penyusun merasa tertarik untuk membahas dan
mengkaji lebih jauh dalam bentuk skripsi mengenai permufakatan tindak pldana
korupsi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2001 ditinjauan dari hukum pidana Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat
dirumuskan tentang pokok masalah penelitian skripsi ini sebagai berikut:
Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap permufakatan jahat tindak
pidana korupsi (Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana dasar-
dasar pemahaman tentang Konsep permufakatan tindak pidana korupsi dalam
hukum pidana positif yaitu berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang No 31 Tahun
1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam

2. Kegunaan Penelitian

a. Memperkaya khazanah keilmuan khususnya hukum pidana nasional
dalam hal bagaimana konsep penerapan sanksi bagi tindak pidana

permufakatan jahat korupsi



b. Memberikan manfaat serta dapat menjadi rujukan bagi siapa saja yang
berminat dalam mendalami dan mengembangkan hukum pidana.
€. Memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan hukum pidana

positif di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Sebenarnya permasalahan korupsi merupakan permasalahan yang sangat
umum dibicarakan, dan merupakan konsumsi masyarakat setiap hari yang
informasinya dapat di akses melalui media cetak maupun elektronik, maupun
melalui karya-karya dalam bentuk buku, jurnal, opini yang membahas tentang
persoalan korupsi. Namun literatur yang membahas secara khusus tentang
persoalan delik permufakatan tindak pidana korupsi belum banyak ditemukan.
Kalaupun ada pembahasan mengenai delik permufakatan biasanya hanya menjadi
sub bab pembahasan dalam sebuah buku.

Dari beberapa karya hasil penelitian atau buku yang sempat penyusun
telaah, kebanyakan hanya membahas secara singkat mengenai delik percobaan
pembantuan atau permufakatan tindak pidana korupsi (Pasal 15 Undang-Undang
No 31 Tahun 1999 Jjo Undang-Undang No 20 Tahun 2001).

Di antara beberapa hasil penelitian yang membahas tentang permasalahan
tindak pidana korupsi adalah skripsi mahasiswi sarjana strata satu Fakultas
Syari’ah Jurusan Jinayah Siyasah yang berupaya mendeskripsikan dan
mengeksplorasi secara tﬁendetail tentang tindak pidana korupsi perspektif hukum

Islam. Skripsi tersebut ditulis oleh Nurul Khairiyah Darmawati vang diberi judul



Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.® Dalam skripsi ini hanya
membahas tindak pidana korupsi dalam tinjauan hukum Islam tidak dibahas
secara mendalam mengenai sanksi tindak pidana korupsi khususnya mengenai
delik permufakatan tindak pidana korupsi

Selain itu ada juga skripsi yang disusun oleh Mafrukhin mahasiswa
fakultas Syari’ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang diberi judul
“Studi Atas Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum
Pidana Positif”."” Skripsi ini memberikan penekanan pada persamaan dan
perbedaan tindak pidana korupsi menurut pandangan hukum Islam dan hukum
pidana positif, baik dari segi pengertian maupun dari segi penerapan sanksi
hukumnya. Namun skripsi ini juga sama dengan karya ilmiah sebelumnya belum
secara khusus membahas tentang delik permufakatan jahat. Pemaparanya masih
bersifat global, di antaranya adalah menjelaskan batasan maksimal dan minimal
sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut hukum pidana positif, baik itu

pidana pokok, pidana denda maupun pidana tambahan.

E. Kerangka Teoritik
Untuk memberikan landasan berpijak dalam penulisan penelitian ini,

maka akan penyusun uraikan mengenai rangkaian teori yang akan digunakan

¥ Nurul Khoiriyah Darmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang
Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Skripsi Fakultas Syari’ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2001)

' Mafrukhin, “ Studi Atas Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam dan
Hukum Pidana Positif”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004)



dalam menelusuri pembahasan dalam penelitian ini. Sehingga pada akhirnya akan
didapati pembahasan yang sistematis dan komprehensif dengan data-data valid.

Menurut Ahmad Sukardja, bahwa dalam lingkungan masyarakat Islam
berlaku tiga kategori hukum dalam pandangan Islam, yaitu: syariat, figh dan
siyasah syar’iyah. Pada penelitian ini dengan menggunakan pisau analisis hukum
syari’at yaitu hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya
secara jelas terdapat dalam al-Qur’an dan as-Sunah, serta figh vang dimaknai
hukum-hukum hasil pemahamann tethadap ayat-ayat al-Quran dan hadis.
Sedangkan siyasah S};ar ‘iyah merupakan al-gawanin (peraturan perundang-
undangan) yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam negara yang sejalan
atau tidak bertentangan dengan syari’at (agama)'’

Dalam lapangan hukum pidana Islam tindak pidana (figh jinayah) dikenal
dengan istilah jarimah, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum
syara’. Suatu perbuatan dipandang sebagai suatu Jarimah jika memenuhi unsur-
unsur sebagai berikut:

1. Unsur formal, yaitu adanya nas atau ketentuan yang menunjukan sebagai
Jarimah
2. Unsur materil, yaitu adanya perbuatan melawan hukum

3. Unsur moral, yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah.

" Ahmad Sukardja. Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Ul
Press, 1995), him. 9-10.
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Menurut Imam Al-Mawardi, jarimah adalah:

16 . M - .. .
255 E e B B o O ) st

Korupsi sendiri dalam hukum pidana Islam (figh jinayah) masuk kedalam
kategori jarimah ta’zir. Oleh karena itu penentuan sanksi hukuman 7a’zir korupsi
baik bentuk dan beratnya dipercayakan kepada hakim, yang penetapan hukum dan
sanksinya tetap harus mengacu kepada magasid asy-syari’ah. Pengertian ta zir
sendiri adalah sebagai ar-ta’dib atau memberikan pelajaran, sedangkan menurut

syara’ fa’zir itu adalah

U5 ST Yy Wbl Bl o) B o dey 200 3y yanll

Hukum Islam mendasarkan rumusan hukuman dalam pelanggaran pidana
dalam dua aspek dasar, yaitu ganti rugi atau balasan (refribution) dan penjeraan.
Ada dua hal yang harus ada dalam retribusi sebagai alasan rasional dibalik
pemberian hukuman, pertama kekerasan suatu hukuman, dan kedua keharusan
hukuman itu di berikan kepada pelaku perbuatan kriminal. Menurut Muhammad
Qutb, kerasnya hukuman dalam pidana Islam, merupakan pertimbangan
psikologis bahwa dalam rangka memerangi kecenderungan para kriminalis untuk
melanggar hukum, maka Islam menuntunkan pemberian hukuman yang keras,
yang secara reciprocal merupakan balasan kepada tindakan kriminal yang

dilakukan sehingga dengan hukuman tersebut orang menjadi jera untuk tidak

' Al-Mawardi, al- Ahkam al-Sultaniyyah ( Mesir: Mustafa Bab al-Hallabi, 1973), him.
219.

7 Wahbah Az-Zuhaili, AI-F, iqgh Al-Islami wa Adilatuh, ( Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989),
him. 197.
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mengulangi atau melakukan perbuatannya lagilg. Sedangkan fungsi kedua suatu
hukuman adalah penjeraan, yang tujuannya adalah mencegah terulangnya kembali
perbuatan pidana tersebut di kemudian hari.

Berkaitan dengan delik permufakatan tindak pidana korupsi, dalam Pasal
15 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 rumusan tindak pidana
percobaan, pembantuan dan permufakatan, sudah merupakan suatu bentuk
pemberatan, yang berdasarkan fungsi dari suatu hukum diatas adalah bagian dari
beniuk penjeraan. Sebagai upaya preventif agar terhindar dari tindak perbuatan
korupsi maka tindak pidana permufakatan yang merupakan tindakan awal atau
tindak persiapan dapat dikenai pidana yang sama dengan pelaku.

Ada beberapa dalil nas baik bersumber dari al-Qur’an maupun As-Sunah
yang membicarakan tentang pemufakatan tindak pidana, diantaranya adalah:

firman Allah SWT yang terdapat didalam al-Qur’an adalah:
A sy g ) cnamey Ol pdally EVL porlis o ozl 131 Lgaal ol Ll

Boyad all e 331, ol

Di dalam hadis qudsi Allah menegaskan bahwa jika seseorang
merencanakan untuk melékukan kejahatan, kemudian ia tidak jadi melakukanya
maka ditulislah satu kebaikan, dan apabila seorang hamba tersebut merencanakan

kebaikan kemudian ia tidak melakukanya, maka Allah akan memberi pahala satu

¥ Moh. Mahfud M.D, Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia Dalam Perspektif
Islam, dalam Asy Syir’ah (Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. No 8§ tahun 2001),
him. 87-88

1 Al-Mujadalah (58) : 9.
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kebajikan dan jika seorang hamba tersebut mengerjakan kebajikan tersebut maka
baginya sepuluh kali lipat hingga tujuh ratus kali lipat amal kebajikan.

Dalam sebuah riwayat, nabi Muhammad SAW bersabda:
BB oy ade &1 Lo B oy JB 106 (s ale B o daz 258 ol e
ST Ul Lghos 136 fom d b B allgST UG B Jamy 0L (s 0 31 Jor g 56
Llze ST Uh Lloe 136 Lghomy J L allo a8l G0 do Jumy 0L Soud 1315 il dn
R Joms OF sy die B3 0, O @B Ly als B g B S g, JBy
LS5 L) dim 4 Lo pSTB LS5 Oy Ledin ) Lo 58T Lghos O 00351 JU35 4y a5 4
Lphosy e IS5 andla (St il 3 iy e ) o ) gy JBy 51 oo
050 il el oSG Lehans Bt ISy G Blamewr 11 Wl my 55
Berdasarkan hadis diatas, pada dasarnya ketika seseorang baru berniat
melakukan kejahatan dan niat itu belum terealisasi dalam bentuk perbuatan, maka
orang tersebut tidak dapat dihukumi dosa atau tidak dapat dikenai sanksi pidana.
Hal ini dapat dianalogikan dengan tindak pidana permufakatan jahat, karena
tindak pidana permufakatan baru hanya sebatas perencanaan persiapan yang akan

dilakukan oleh beberapa orang yang telah bermufakat, dan belum sampai pada

tahap permulaan pelaksanaan seperti dalam konsep percobaan.

*® Muslim bin al-Hajjaj al-QusyaitT an-Naisabari, Sahth Muslim, cet Ke-1 (Beirat:Dar al-
Kutub al Ilmiah, t.t) 1:66
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F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang optimal, sitematis, metodis dan
Juga secara moral dapat dipertanggung jawabkan, sebuah penelitian atau penulisan
haruslah mempunyai metode tertentu, yang meliputi jenis penelitian, sifat
penelitian, sumber data, pendekatan penelitian dan analisa data

1. Jenis penelitian

Penelitian ini bisa dikategorikan sebagai jenis penelitian pustaka (library
research), yaitu jenis penelitian yang yang dilakukan dengan menelaah dan
menggunakan bahan-bahan pustaka berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah,
media online dan sumber pustaka lainya yang relevan dengan topik yang dikaji

sebagai sumber datanya?!

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah preskriptif-analisis. Preskriptif berarti
memberikan penilaian, apakah permufakatan jahat yang terdapat dalam Undang-
Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah sesuai dengan hukum Islam
atau tidak. Analisis adalah jalan atau cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu
pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang akan
diteliti dengan jalan memilih-milih antara satu pengertian dengan pengertian yang
lain untuk sekedar memperoleh kejelasan secara obyektif. Penelitian ini yang

paling utama adalah berusaha menggambarkan dan menganalisis konsep

' Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1999 ), him. 9.
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3. Pengumpulan data

Data dalam penulisan ini dikumpulkan melalui metode dokumentasi yaitu
akan ditelusuri dan dikumpulkan melalui sumber-sumber kepustakaan, baik
sumber primer maupun sekunder, dengan metode ini penyusun meneliti dan
melihat bahan pustaka yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi khususnya
yang membahas tentang pemufakatan tindak pidana, baik pembahasan dalam
hukum positif maupun dari hukum Islamnya.

Adapun sumber data yang akan digunakan adalah - al-Tasyri’ al-Jina’i al-
Islami bi al- Qanun al-Wadh'i*?, al- Figh al-Islami wa Adilatuh®, dan karya-
karya dari para ahli hukum positif Indonesia diantaranya adalah: Hukum Pidana
Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia®, Pemberantasan Korupsi Melalui
Hukum  Pidana Nasional dan Internasional®. Undang-Undang tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kitab dan buku diatas penulis gunakan
sebagai sumber data primer (pokok).

Selain itu penulis juga akan mengambil karya lain sebagai rujukan dalam
penyusunan skripsi ini sebagai sumber data sekunder (tambahan), diantaranya

adalah: Al-dhkam al-Sultaniyyah®, Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan

2 Abdul Qadir Audah, al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami bi al- Qanun al-Wadh’i ( Beirut:
Muassat al-Risalah, 1412 H/1992)

BWahbah al- Zuhaili, al- Figh al-Islami wa Adilatuh, Juz V1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)

* Adami Chazawi, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia. (Malang:
Bayu Media. 2005)

* Jur. Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan
Internasional, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)

*® Abu Hasan al- Mawardi, 4l-Ahkam al-Suljaniyyah, cet ke-1, (Al-Qahiroh: Matba’ah al-
Sa’adah wa matba’ah al-watan, ttp)
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Dengan Data Kontemporer”, Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif’s, dan

buku-buku lain yang relevan dan representatif yang berkaitan dengan pembahasan

ini.

4. Analisis Data
Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data
kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema
dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.” Setelah
data terkumpul, selanjutnya penyusun melakukan analisis data dengan metode
kualitatif, dengan menggunakan instrument analisis deduktif, yaitu dengan cara
menganalisa data yang bersifat umum, sehingga dapat dioprasionalkan menjadi

suatu kesimpulan yang menyeluruh

5. Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu mendekati
masalah permufakatan tindak pidana korupsi telash Pasal 15 UU No 31 Tahun
1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dengan mendasarkan pada teks al-Qur’an dan as-Sunah serta pendapat-pendapat

ahli hukum Islam atau ahli hukum positif. Dengan demikian penelitian ini

7 Syed Husein Alatas, Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data
Kontemporer, alih bahasa Al Ghozie Usman (Jakarta: LP3ES, 1975)

** Muhammad Ichsan dan Endrie Susila, Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif
(Yogyakarta: LAB HUKUM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2006)

# Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya,
1996), him. 12-15
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diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian-kajian hukum Islam

terutama kajian pidana Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini akan dituangkan daiam enam bab yang disusun
secara berurutan dan sistematis untuk mempermudah pembahasan permasalahan
sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan, Adapun pembagian bahasan
penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,
pokok masalah, tujuan dan kegunaan penﬁlitiaﬁ, telaah pustaka, kerangka teoritik,
metode penelitian dan” sistematika pembahasan yang fungsinya untuk
mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian ini

Pada bab kedua berisi tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, yaitu
dengan mendeskripsikan dan mengeksplorasi tentang pengertian, dasar hukum,
kriteria tindak pidana korupsi. Pada bagian selanjutnya pada bab ini membahas
tentang delik permufakatan jahat tindak pidana korupsi yang merupakan pokok
masalah dalam skripsi ini. Bab dua ini dimaksudkan sebagai pengenalan awal
tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia dan merupakan pintu
masuk pertama bagi permasalahan yang akan dikaji, sehingga ketika masuk dalam
ranah pembahasan, fokus masalahnya sudah Jelas, sehingga dapat memberikan
gambaran mengenai persoalan yang akan dikaji tersebut, bahwa yang akan dikaji

adalah tentang permufakatan jahat tindak pidana korupsi.
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Bab ketiga membahas tentang tindak pidana korupsi menurut tinjauan
hukum Islam yang terdiri dari pengertian tindak pidana (jarimah), yaitu
menjelaskan tentang unsur-unsur Jarimah, macam-macam jarimah, dan ‘uquibah
dalam hukum Islam. Sedangkan sub bab selanjutnya membahas tentang
pengertian dan sanksi tindak pidana korupsi menurut hukum Islam. Bab ketiga ini
dimaksudkan memberikan gambaran mengenai tindak pidana menurut hukum
Islam, bagaimana hukum JIslam merumuskan suatu tindak pidana dan sanksi
pidananya (“Ugiibah), yang tentunya dikaitkan dengan persoalan korupsi yang
dilibat dari perspektif hukum Islam.

Selanjutnya pada bab keempat berisi tentang analisis permufakatan jahat
dalam tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Islam yang mencakup
kedudukan hukum permufakatan tindak pidana korupsi dalam hukum Islam, dan
penyusun mencoba menganalisis hukuman terhadap tindak pidana permufakatan
jahat korupsi yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan penilaian secara
ilmiah dan obyektif mengenai delik permufakatan Jahat tindak pidana korupsi
menurut hukum Islam

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB Y

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan dan uraian singkat diatas dapatlah penulis
simpulkan bahwa permufakatan tindak pidana korupsi menurut Pasal 15 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak
pidana korupsi tidaklah bertentangan dengan syari’at Islam. Karena pada dasarnya
tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori jarimah ta’zir yaitu Jarimah yang
mencakup seluruh tindak pidana yang tidak termasuk dalam jarimah hudid dan
gisas diyal dan juga j&rfmah yang belum sempurna (jarimah gairu tammah).
Jarima ta’zir yang ketentuan berat ringannya hukuman merupakan kewenangan
penguasa untuk menetapkanya sesuai dengan kehendak dan kemaslahatan umat.

Kejahatan korupsi sebagai kejahatan extra ordinary  crime  yang
mengharuskan pelaku korupsi (koruptor) dihukum dengan hukumén yang berat,
begitu juga perbuatan-perbuatan yang mengarah pada perbuatan korupsi misalnya
permufakatan jahat dapatlah dikenai hukuman yang berat sebagai upaya preventif
dan juga sekaligus sad az'" zZari’ah yang menutup jalan supaya tidak terjadi

perbuatan korupsi.
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B. Saran

Sebagai kata penutup ada beberapa saran yang hendak penulis sampaikan

berkenaan dengan selesainya penyusunan skripsi dengan judul “Perhufakatan

Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam”

I.

Realitas sosial kehidupan dalam masyarakat selalu terus berkembang secara
dinamis. Kemampuan berfikir dan berkarya dapat membawa pada perubahan
perilaku kehidupan yang nyata. Sementara aturan-aturan hukum yang
menjadi pedoman kehidupan manusia selalu be‘rjaian secara statis, banyak
persoalan-persoalan baru yang muncul dan tidak bisa terkaver oleh
kemampuan hukum yang sudah ada baik hukum dalam arti norma-norma
maupun hukum dalam pengertian regulasi perundang-undangan (hukum
posisitif). Terkadang norma atau peraturan yémg sudah adapun perlu dikaji
ulang atau dikritisi ulang demi menyesuaikan perubahan zaman dan tuntutan
keadaan. Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dari sekian banyak
persoalan adalah upaya menggalakan kembali studi kritis terhadap berbagai
produk perundang-undangan, khususnya yang menyangkut permasalahan
hukum pidana khusus yang mempunyai pengecualian dengan tindak pidana
yang ada dalam KUHP dengan melihat dari prespektif hukum islamnya.
Kajian yang tidak hanya memberikan penilaian dari segi hukum islamnya
saja, tetapi kajian yang lebih substansi dari suatu peraturan dari berbagai
aspek. Kajian yang tidak hanya memberikan penilaian secara global
mengenai peraturan perundang-undangan, karena dengan memberikan

penilaian seperti ini terasa kurang mendalam hasil yang didapatkanya.



Dengan mengkaji poin-poin tertentu dari perundang-undangan, (misalnya
kajian terhadap Pasal) yang dianggap krusial diharapkan permasalahan akan
menjadi focus dan hasil kajian atau penelitian dapat menjawab permasalahan
yang ada.

Pasal 15 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang secara
tegas merumuskan delik percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat,
dirasa kurang beitu efektif menjerat para pelaku. Hal ini dapat diindikasikan
dengan tidak adanya terdakwa pelaku tidak pidana korupsi yang dijerat

dengan Pasal ini.
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